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Data dan Urgensinya

Data Information Knowledge Insight Wisdom
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Data merupakan catatan fakta, angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, suara
merepresentasikan ide, objek, kondisi, situasi yang sebenarnya. Untuk dapat menjadi keputusan

yang yang tepat dan efektif, data harus diolah, diorganisir, dan diinterpretasikan.



Data Berkualitas

Merujuk pada United Nations National Quality Assurance Frameworks Manual for Official Statistics (UN-NQAF)

dalam statistik, kualitas didefinisikan dengan menentukan serangkaian faktor atau dimensi yang menjadi cirinya: relevansi; akurasi

dan keandalan; ketepatan waktu; aksesibilitas dan kejelasan; dan koherensi dan komparabilitas.

DATA BERKUALITAS

Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia Memenuhi Dimensi Kualitas Data

1. Memenuhi standar data 1. Relevan

2.Memiliki metadata 2.Akurat

3.Memenuhi kaidah interoperabilitas 3. Aktual dan tepat waktu

4.Menggunakan kode referensi/data induk 4.Koheren dan komparabel
5. Akesibilitas

6.Dapat diinterpretasikan



Urgensi Data Berkualitas
dalam Pembangunan Daerah

Kebutuhan Data Pada
Penyediaan data & informasi Dokumen Perencanaan

[ ]
Data yang berkualitas =» . Analisis data & informasi

e Perumusan permasalahan e-waldata

e Perumusan strategi dan kebijakan
e-monev
RPJMD

Perencanaan yang
berkualitas - RPD /
A

Pengendalian dan perencanaan

Pelaksanaan sesuai Pembangunan daerah yang Pemenuhan tujuan
dengan rencana berkualitas pembangunan daerah :
Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

Evaluasi pembangunan yang

berkualitas




Upaya dalam
mewujudkan Data
Berkualitas

1. Kebijakan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47
Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Satu Data Jawa Barat

Sebagai pedoman penyelenggaraan

statistik sektoral melalui pengelolaan data
guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara
seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

o

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
RNOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN SATU DATA JAWA BARAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUEERNUR JAWA BARAT,

: bahwa untuk menmdaklanjuti ketentuan Pasal 45 Peraturan

Daerah Provins: Jawa Barat Ne r 4 Tahun 2021 tentang
Penyelengparasn Komunikasi dan Informatilea, Statistik, dan
Persandian, serta melaksanakan transformasi digital
pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Peraturan Pelaksanasn Satu Data Jawa Barat;

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentulkan Propinsi awa Barat (Benta Negara
Republik Indonesia tangsal 4 Djuli 1950} jo. Undang-
Undang r 20 Tahun 1950 tentang Pemernntahan
(Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomer 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inder: . Nomor 15) sebagaimana telah dmbah
teralchir dengsn Undans-Undang Nomeor 29
tentang Pemernntahan Provinsi Dasrah
Ehusus Ibukota Jakarta Sebagai [bukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 D or 93, Tambahan Lembaran Negara
Indone Nomor 4744 dan Undang-Undang
Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
2, Tambshan Lembaran MNegara Republik

Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1997 tentang Statistik




Upaya dalam
mewujudkan Data
Berkualitas

2. Terselenggaranya Forum Satu Data

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi
Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum
Satu Data Indonesia tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi

dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait
penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.
Dalam forum data juga disepakati Daftar Data dan Data
Prioritas.




Upaya dalam
mewujudkan Data
Berkualitas

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Evaluasi kualitas data di Jawa Barat dilakukan dengan
memberikan skor pada setiap Dataset di Satu Data Jabar

sehingga dapat diketahui dimensi yang masih perlu ditingkatkan.

Dimensi pengukuran kualitas data pada Satu Data Jabar
e Conformity

Uniqueness

Consistency

Timeliness

Completeness

Jumlah Rumah Sakit (RS) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Skor Penilaian

100

eeeee A Pada Bayi (6-11 Bulan) Bes

100

‘Sampah Masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti Area Bandung Raya Berdasarkan “
ulan di Jawa Barat



Upaya dalam
mewujudkan Data
Berkualitas

4. Sumber Daya Manusia

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 049.05/KEP-
734-DISKOMINFO/2020 tentang Tim Satu Peta dan
Satu Data Daerah Provinsi Jawa Barat

Memuat susunan personalia, uraian tugas, dan alur tata
kelola data Jawa Barat dalam rangka mengoptimalkan
peran Wali Data dan meningkatkan ketersediaan Data
Statistik Sektoral dan Geospasial di Jawa Barat.

Dengan adanya tim yang bertugas khusus, diharapkan
tugas Produsen Data dapat lebih optimal dan pembinaan
oleh Pembina Data dan Walidata tepat sasaran kepada
SDM yang ditunjuk.

TENTANG

M SATU PETA DAN SATU DATA DAEF

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA

Lem

ROVINS

mengoptirr

liaan

aran

JAWA BARAT




Pengelola Data di Jawa Barat:
Jawara Data

SDM pengelola data merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak

dapat dilepaskan dari proses mencapai data yang berkualitas. Di Jawa Barat SDM Pengelola Data

disebut Jawara Data yang merupakan pengelola data statistik sektoral yang ditunjuk berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Dinas masing-masing Perangkat Daerah sebagai perantara Produsen
Data ke Walidata

PERNAH
JENJANG PENDIDIKAN

69%
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
59% Jawara Data merupakan lulusan S1 12% Jawara Data dengan latar belakang Statistika,

KEIKUTSERTAAN DALAM BIMTEK
tersebar di 6 OPD

69% Jawara Data Pernah Mengikuti Bimtek Pengelolaan
Data oleh Diskominfo Jabar



Kebutuhan Kapasitas dan Basic Skill Jawara Data

Ol.
02.

03.
04.
05.
06.

Kapasitas untuk melakukan identifikasi data
Melakukan pemetaan data yang diproduksi oleh unit kerja masing-masing

Kapasitas untuk melakukan perencanaan pengelolaan data
Memahami teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan diseminasi data
yang digunakan oleh unit kerja masing-masing

Kapasitas untuk melakukan pengumpulan data
Memahami teknik pengumpulan data yang digunakan oleh unit kerja
masing-masing

Kapasitas untuk melakukan pengolahan data
Memahami prinsip SDI dan teknik cleansing data sebelum mendiseminasikan
data

Kapasitas untuk melakukan analisis data
Memahami teknik mengidentifikasi pola dan tren data. Pada tingkat lebih
tinggi mampu memahami teknik analisis statistik inferensial

Kapasitas untuk melakukan diseminasi data
Memahami teknik mengunggah data pada Satu Data dan mampu
memvisualisasikan data dalam grafik atau peta



Tantangan SDM Pengelola Data

Selain ketersediaan pengelola data, keterampilan yang dimiliki pengelola data juga menjadi
faktor yang tidak dapat diabaikan.

Kesenjangan Kompetensi Keterbatasan Pengetahuan Rotasi SDM Pengelola Data
Kesenjangan antara kebutuhan Dibutuhkan SDM yang memiliki Belum adanya SOP yang menjelaskan transfer
keterampilan dan kompetensi yang dimiliki pengetahuan mengenai pemanfaatan data knowledge yang baik antara SDM pengelola
oleh SDM dapat menjadi hambatan untuk pembangunan data yang dirotasi dengan SDM yang
menggantikan




Optimalisasi Penguatan Jawara Data

Upaya Mengatasi Tantangan Kesenjangan Kompetensi

Diskominfo melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelatihan yang terkait dengan statistik
untuk meningkatkan kapasitas dan skill Jawara Data

-
E?—
Bimbingan Teknis Analisis Data

Pemutakhiran Metadata Rakor Satu Data Jawa Barat




Optimalisasi Penguatan Jawara Data

Upaya Mengatasi Tantangan Keterbatasan Pengetahuan

Diskominfo melaksanakan webinar statistik untuk meningkatkan pengetahuan Jawara Data serta
Diskominfo Kabupaten/Kota
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STATISTICURERRIAR SERIES 01O Statistha Webwrar Series #4 - 2022 Statistika Webinar Serkes #5 - Tatun 2022 2 atiko Wobis fos & N 204
Stotstko Webinar Serios #6 - Tahun 2022
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Optimalisasi Penguatan Jawara Data

Upaya Mengatasi Tantangan Rotasi Pengelola Data

Diskominfo memberikan himbauan bahwa
idealnya setiap Perangkat Daerah
memiliki Statistisi.

Walaupun SDM bukan berlatar

belakang statistik, Perangkat Daerah
tetap dapat mengusulkan SDM untuk

mengikuti diklat.

PEMERINTAH DAERAH PROVINS] JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansar No. 55 Tip., [022) 2502858 Faksimil (022) 2511505
Webske: hitpsatdiskominfo jabamnov.godd emal: diskominfodiabarpnoy.ga.id

Bandung 40132
Bandung, 135 Mowvemer 2023
¥epada
Momor . TITTIKPG.OASEXRE ¥th. Dafar Terdampir
SFat . Blasa
Largiran 1 {saiu) bercas dl
Hal . Himbauan Penqusulan Dikdat TEMPAT

Fungslcnal Statistisl dan
Pranata Kompubar

Dlsampalkan  dengan  hormat,  menindaklamptl  Sweat
¥epala Badan Pusat Siallsik, Tanggal 9  Oktober 2023,
Momor B-140002340KP.320M0f2023, Hal: Pemberttanuan Lanjuian UJl
¥ompetens| Stabislisl dan Pranata Komputer, perlu disampalkan balwa
Pejabat Fungslonal pengangkatan pertama dan yang telah dlangkat namun
Fualifxasl pendidian tdak linler gengan Jabatan Fungslonal Statistisl dan
Pranata Komputer waib diusulkan uniui mengloutl Diklat Fungslonal Statistisl
atau Pranata Komputer.

Setwbungan dengan hal tersebut, agar S3udara menyampalkan
usulan Pejabat Fungsional Statlstsl dan Pranata Kompuier yang memenunl
atentuan sebagalmana dimaksud unbuk menglkutl Diklat Fungsicral Statistsl
atzu Pranata Komputer. Usulan dherima pallng lamiat tanggal 24 November
2023, Infarmasl kebin lanjut melaldl naranuibung Sorl. Allamanda Cathartica,
5.1 Kom. (Tip. 0B562043091).

Demiklan disampalican, atss perhatian dan kerjasamanya dlucapkan
ferima kaslh.



Program Magang Mahasiswa

Program Magang MBKM adalah kesempatan yang berharga bagi mahasiswa untuk mengembangkan
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis secara langsung di dunia kerja.

Manfaat Bagi Perangkat Daerah

1. Membantu PD melakukan identifikasi
kebutuhan dan pengumpulan data

2. Membantu PD
membuat/mengolah/visualisasi data

3. Membantu PD untuk melakukan
pemutakhiran data

PEMBINAAN PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR  : _4610/HK.03/DISKOMINFO
NOMOR : 699/IT1.807/KS.00/2022

ini, Kamis, tanggal mmmm«nmmmm
(l}mmzz) mam kami yang bertandatangan di

Lo ‘;’:‘:"‘“‘““’.,..m.:‘f.“"“““‘m"": 4. Mendukung PD dengan melakukan
Taman Sari Nomor 55, berdasarkan Surat Kuasa . . .
e e i w12 analisis potensi dan permasalahan
i aoe v, . berbasiskan data

1. 1GEDE WENTEN wmmmmmmlmﬁ Institut
Teknologi Bandung, berkedudukan di Bandung,
Jalan Ganesa Nomor 10, berdasarkan
Wmmmslsk/nwnmm

mwmmvxwmxu bersama-sama selanjutrya disetut PARA PIHAK,
wmwmnmwwmmwmmm

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIMAK KESATU telah W\Vﬂm_‘lmﬂmmf’l‘\
m;mnmtumww Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan
Kolaborasi. Untuk mewujudkan Visi tersebut, telsh ditetapkan Misi kelima yaltu



Penghargaan Bagi Jawara Data

Sebagai apresiasi bagi Jawara Data yang responsive, tanggap, dan melaksanakan tugasnya
secara optimal pada Satu Data Jabar Award
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IMPLEMENTASI
INTEGRASI /INTEROPERABILITAS
DATA, APLIKASI DAN LAYANAN MELALUI
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
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CAPAIAN INTEGRASI INTEROPERABILITAS DATA MELALUI
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH

JUMLAH APLIKASI TERINTEGRASI JUMLAH EKOSISTEM LAYANAN
MINGGU KE-1 BULAN NOVEMBER 2023 MINGGU KE-1 BULAN NOVEMBER 2023

EKOSISTEM LAYANAN

Adpem — Perencanaan
Adpem — Penganggaran
Adpem — Keuangan
Adpem — Kepegawaian
Adpem — E-Office

19
. Adpem - Kinerja Pegawai
. Publik — Inflasi
17 1 . Publik — Informasi Publik
1 . Publik — Retribusi
. Publik — Data Terbuka
0 ] . Publik — Supply Chain
8 4 Center
. Publik - Rumah Belum
b Berlistrik
13. Publik - Perijinan
14. Publik - Data Keluarga
15. Publik - Koperasi
16. Adpem - Aset
17. Publik - Kepemilikan
Kendaraan bermotor
18. Publik - Infrastruktur SDA
A 19. Publik - Kesehatan
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Aparatur Sipil Negara (ASN) Gubernur | Wakil Gubernur | Sekda | Kepala PD Masyarakat Umum (G2C) | Entitas Bisnis (G2B) \

Grand Design Layanan v A A vA v A
Digital ‘é' | Portal Administrasi ' ?;XEORRRD Portal Layanan Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Barat
i Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

. . . ‘ PORTAL
Pemerintah Provinsi v v sapawarga I JaBarPROVGOID
Jawa Barat i Digital ID Digital ID )
_ v : v ‘
Layanan publik digital di Jawa [ SPLP dan Jabar Data Exchange (Data Sharing Mechanism)

Barat dikembangkan satu pintu v 4

. Q Back Office - Administrasi Pemerintahan Back Office - Layanan Publik
pada aplikasi Sapawarga Jabar
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Dashboard Layanan Layanan Layanan KesehatanLayanan Layanan
Super App Perencanaan Kepegawaian Pengadaan Kearsipan Perdagangan Perizinan dan Publik Perencanaan Perencanaan Pekerjaan Umum Perumahan
Rariac asi
Layanan Layanan Kinerja  Layanan Satu Layanan Satu Layanan Layanan Layanan Jaringan Layanan Layanan Layanan Layanan Pendidikar] | ayanan Satu Data
. . Pengangguran Pegawai Peta Data Perindustrian Pengaduan Dokumentasi Perencanaan Perencanaan Kependudukan Kependudukan
Informasi layanan publik Publik Informasi Huku
Layanan Layanan Layanan Layanan L L o ol Sat L L Sosial L K
0 . . . Keuangan Per Al ili 1ol ayanan‘ ayanan Open D ayanan Satu Layanan ayanan ayanan Soslal ayanan Keamanan| 28 Layanan
terintegrasi di Jawa Barat melalui o Gromries S e Perencanaan | Perencanaan e
. Negara
Portal Jabarprovgoid v4
. . [ SPLP dan Jabar Data Exchange (Data Sharing Mechanism) ]
Layanan administrasi

v+ X

Core Data Jabar

pemerintahan satu pintu di Portal

SMARTJABAR Online Transaction Processing (OLTP) (Online Analytical Processing - OLAP) Big Data Analytics
Big Data Data Mart Master Data Business Inteligance Machine Learning
[ Structure Database ] [ Unstructure Database ] Storage —’—

Decision Support System Data Warchouse |  Metadata | SEEERce Date DataScience | ArtificalInteligence
terintegrasi di Dashboard Jabar v 4

[ SPLP dan Jabar Data Exchange (Data Sharing Mechanism) ]
Untuk mengakses layanan, user

g y ) v v 4

membutuhkan Digital ID / E-ID

SPLP Kota/Kab SPLP Pemerintah Pusat

v 4 v 4

Back Office - Administrasi Pemerintahan Back Office - Layanan Publik - Kota/Kab
Kota/Kab

Back Office - Administrasi Back Office - Layanan Publik -
Pemerintahan Pemerintahan Pusat Pemerintah Pusat




IMPLEMENTASI JABAR DATA EXCHANGE 8 cominte T e,

& jabar SERVICE
Framework X-ROAD sebagai Secure Data Exchange Platform di Jawa Barat

& sapawarga JABARPROVGOID @ SABAR.
B Digital-ID
e W o
Roles:
Thousand of e-services

Pengembangan Secure Data Sharing Layanan Layanan Layanan Lavanial Aé‘r‘mi';igsi
Mechanism pada Ekosistem Layanan Kepe”d|“d”ka” Keser‘;a” Pendidikan Perpajakan — pemerintahan
Digital melalui penerapan teknologi X- ® @ ‘&' ‘@' '@»

Road dan e-ID di Provinsi Jawa Barat,
dengan prinsip:

1. Federated Approach

2. Once-Only Principle

3. Automate Digital Signature

M

Jabar Data Exchange
Secure Data Exchange
Environment

Governing
Authority

8

N S B

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

Adapter

e Security Server

= y1Y a e -
o & 6 S6 )
- (V) (] (V) -
Data Satu Sehat Data Pokok DJP Data Perbankan
Kependudukan Indonesia Pendidikan Online

Jabar Data Exchange

Hundreds of Databases -



USE CASE # 1 @ jabtla(gmi‘?\f@

Interoperabilitas Portal Data Kota/Kabupaten dengan Portal Data Jabar untuk Layanan

| W B

Kondisi Saat Ini Kondisi Masa Depan

Data dalam

;. formatData
/ Catalog \

s
PortalData Kabupaten BRI Portal Data Jabar Portal Data SDI
dan Kota B
j P; Portal Data SDI
SPLP Provinsi dan SPLP Provinsi dan
Kab/Kota Pusat

1 format data untuk terhubung dengan Portal
Data Jabar dan Portal SDI

JABAR
DIGITAL
SERVICE

2 1 2 5 Portal Data
Kabupaten dan Kota Portal|Data Jabar
Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota

terintegrasi dengan terintegrasi dengan terintegrasi dengan

menggunakan JDX menggunakan SPLP RI menggunakan SPLP RI Transaksi data terhubung secara

langsung menggunakan X-Road

Jabar Data Exchange

21



USE CASE #2 8 cilomibts Y nete,

=2 jabar SERVICE
Pertukaran Data Sapawarga dengan Bank BJB untuk Layanan Tiket Wisata

9:41 AM 9:41 AM

& Pemesanan Tiket Tahura

- Pembayaran Tiket
5. Konfirmasi Peneribitan Tiket , S 5 Detail Proses >

‘ 1. Pemesanan Tiket Layanan Ticketing N
——

3. Konfirmasi Transaksi ..}ﬁm“

sapawarga Mitra Perbankan

Tentang Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
1 t © Kompleks T

1a. Transaksi Data Pribadi

[h Detail Biaya
4 Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Dijuanda awalnya
merupakan bagian dari komplek Hutan Lindung Gunung Harga sudah termasuk asuransi ()
Pulosari dan dirubah fungsinya menjadi Taman Wisata
Alam Curug Dago dengan Surat Keputusan Menteri Tiket Wisatawan Lokal  x 2 Orang
Pertanian Nomor 575/KPTS/UM/8/1980.

Layanan Data Pribadi

Tiket Wisatawan Asing X 2 Orang
4. Informasi Transaksi i

Metode Bayar

Biaya Pemeliharaan Aplikasi (D Pilih salah satu

GID Ingin mengganti pesanan tiket? S QRIS Bank BJB (]
Layanan Tahura Ir. H. Djuanda ebelum melakukan fian Anda rr

Pembayaran dengan QRIS melalul bank dan

.  Tiket Masuk Tahura
<

1 tiket

B3 Metode Pembayaran Virtual Account Bank BJ

Transfer ke virtual account
Pilih metode pembayaran banking, atm, maupu?
% Riwayat Pembayaran g di

O Beranda Rp. 154.500

Jabar Data Exchange

22
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USE CASE #3 @ ¢ kominfe ‘i’ DIGITAL

SERVICE

Pertukaran Data Sapawarga dengan Bank BJB untuk Layanan Pajak Kendaraan Bermotor

22, akses layanan == == == w= w o e o e e e - . | ) 3 0 -
I
prQndo | & Pembayaran Pajak Kendaraan
ﬂ“‘_‘ I Merk/Tahun No. Polis;

I Mitsubishi/2003 D 1720 ABT
| . — \
| t ::3:25’ z . D'S"(\ON A PKB Pokok

[ 1 | I doc bank blb SAMES 19%_‘" PKB Denda

SWDKLU Pokok

4= 5. Kode Bayar dan Status Transaksi ==}

Layanan Transaksi

PEERCLENITED]

Tagihan Pembayaran

SWDKLL Denda

O —————————————————

- 0 6. Bukti Pembayaran Perbankan
( Kendaraan Bermotor Pajak ' PNBP STNK
| Pembayaran Diproses PNPB TNKB
] Terdapat pembayaran dalam proses. -
: | a No. Polisi - D 1720 ABT e
- : 12.276.500
2. akses data digitally | 1dari2
signed
' . = doc ' {® Informasi Kendaraan Anda
] 3. Respon data balikan ] B3 Pilih Metode Pembayaran
| berupa dokumen dengan | Anda memiliki 4 (empat) Kendaraan bermotor
digital signature
| | @ Pilih gambar kendaraan untuk detail. &) Bayar Dengan Kode
I = I
| o ® = digitally | -
1. melakukan autentikasi . signed Merk 2 Dot -, Bayar Dengan QRIS
| (@ melalui Portal Layanan . a . ¢ ' doc | MITSUBISHI
—— — S —
/))) ) ————————— A : :‘1';2‘(’) i % O Bayar Dengan Virtual Account
e-ID Resident | Pilih Metode Pembayaran
) | Tel Jatuh T

- ————————————— = =, Akses layanan transaksi perbankan == e= e e o

Virtual Account

25-05-2022 [L6cium divayar ) Bank BJB
=z

3 Bayar ekarang

Lanjut Pembayaran
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